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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan 

Kembali Kasus Tindak Pidana Suap sebagaimana Diatur dalam 12 huruf b atau 

Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Suap Impor 

Gula CV Semesta Berjaya)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 

putusan pengadilan tingkat pertama dan peninjauan kembali dari kasus suap yang 

bermula dari dugaan perdagangan pengaruh seorang Ka. DPD-RI, Irman Gusman 

yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan 

data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka.  

Penerapan pasal dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus suap impor gula 

CV. Semesta Berjaya dalam judex facti di Pengadilan Tingkat Pertama yang 

menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua 

DPD-RI adalah pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini, pertimbangan Hakim dalam memutus 

adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis serta pertimbangan hal-hal 

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pidana yang diterapkan dalam 

putusan judex facti adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan 

pidana dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak 

untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai 

menjalani pidana. Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali (Herziening) terhadap 

Terdakwa Irman Gusman diterapkan pasal dengan pidana yang lebih ringan yakni 

pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali 

(Herziening) dan memutus sendiri adalah adanya keadaan baru (novum) dan 

ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pasal 

12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 

20 tahun 2001 dan Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai 

berikut. 

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 

Ketika memutus perkara, hakim dituntut senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, keadilan, dan kemandirian.  

Kata kunci :  Putusan Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Suap, Undang-

Undang No 20. Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto 

“NEVER GIVE UP ON YOUR DREAM” 

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلَمُونَ   وَاللَّه

“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada 

mengetahuinya”.  (QS. Yusuf: 21).  

Maha Mulia Allah Ta’ala dengan segala sifat-sifatnya yang Maha Sempurna. 
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Allah SWT, Ayah, Ibu, Adik dan seluruh Keluarga Besar, Almamater tercinta, 

serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat dan doa dalam 

pembuatan skripsi ini 
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